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ABSTRAK 

 Negara didefinisikan sebagai suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah 

oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan malaui penguasaan (kontrol monopolistis) dari 

kekuasaan yang sah. Karena keberadaanya sangat dibutuhkan manusia, maka negara 

menjadi kajian yang tiada henti mulai pemikir klasik sampai pemikir kontemporel, 

pemikir Islam maupun Barat. Kajian tentang negara lebih menarik lagi ketika 

dihubungkan dengan Islam karena ia adalah agama yang sempurna. Berkenaan 

dengan relasi agama (Islam) dan negara, para pemikir Islam mengkategorikan pada 

tiga paradigma, Pertama, paradigma integralistik, Kedua, paradigma simbiotik. 

Ketiga, paradigma sekularistik.  

Fakta di atas merupakan fenomena yang menarik bagi penyusun untuk 

meneliti secara komparatif antara Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam 

Liberal. Bagaimana pandangan keduanya tentang relasi agama dan negara serta 

relevansinya dalam konteks keIndonesiaan.  

Penelitian yang dilakukan penyusun adalah (library research) dengan 

pendekatan bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yakni mendeskripsikan atau 

menguraikan data-data yang berkaitan dengan relasi agama dan negara dalam 

perspektif Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal. Data-data yang 

diperoleh dari berbagai sumber diolah dan dianalisa guna mendapatkan suatu 

pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.  

Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwa 

pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tentang relasi agama dan negara adalah 

bersifat universal-distingtif. Sedangkan pandangan Jaringan Islam Liberal, dalam 

melihat wilayah agama dan wilayah non agama (termasuk negara) bersifat universal-

integral. Adapun berkenaan dengan relevansi relasi agama dan negara dalam konteks 

keIndonesiaan, Majelis Mujahidin Indonesia meyakini bahwa pemberlakuan syari’at 

Islam merupakan solusi tepat yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat 

manusia. Aturan yang sahih dan bersifat hakiki (eksistensial) dan kodrati di muka 

bumi adalah hukum Allah (syari’at Islam). Namun Jaringan Islam Liberal 

memandang  pemberlakuan syari’at Islam hanya bisa dijalankan secara subtantif dan 

menyentu aspek moralitas masyarakat bernegara, bukan secara formalis. Menyangkut 

sistem pemerintahan, biarkanlah agama diambil “sari madu” nya oleh pelaku 

pemerintahan untuk mengatur relasi masyarakat dan rakyatnya yang plural sesuai 

dengan kebutuhan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia tanpa ada keberpihakan  

tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Ba‟ 

Ta‟ 

Sa‟ 

Jim 

Ha‟ 

Kha‟ 

Dal 

Zal 

Ra‟ 

zai 

sin 

syin 

sad 

dad 

ta‟ 

za‟ 

„ain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

s| 

j 

h} 

kh 

d 

z| 

r 

z 

s 

sy 

s} 

d} 

t} 

z} 

„ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
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 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

ً 

gain 

fa‟ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha‟ 

hamzah 

ya‟ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 يتعدّدة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 حكــــًة

 عــهة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 
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 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كساية الأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zaka>h al-fit}ri شكبة انفطس

 

D. Vokal Pendek 

 

 َ

 فـعـم

 ِ

 ذكــس

 ُ

 يــرهت

fathah  

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 

z|ukira 

u 

yaz|habu 

 

E. Vokal panjang 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

fathah + alif 

 جبههية

fathah + ya’ mati 

سيتُ  

kasrah + ya’ mati 

 كــسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

a> 

tansa> 

i> 

kari>m 

u> 

furu>d} 

 

F. Vokal rangkap 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 
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 ditulis qaul قول 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 أأَتى

 أعدت

 نئٍ شكستى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 انقــسأٌ

 انقــيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’a>n 

Al-Qiya>s 

 

2. Bila diikuti hruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًــبء

 انشـًس

ditulis 

ditulis 

As-Sama>’ 

Asy-Syamsu 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى انفسوض

 أهم انسُة

ditulis 

ditulis 

Z|awi> al-Furu>d} 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara, keberadaanya sangat dibutuhkan oleh manusia, asumsi ini 

berdasarkan pada prinsip bahwa, manusia pada fitrahnya sebagai makhluk sosial. 

Imam al-Gha>zalî mengatakan, manusia itu tidak dapat hidup sendirian, hal ini 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan 

hidup umat manusia, hal itu hanya mungkin melalui perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan. Kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, 

pakaian, dan pendidikan anak
1
. Fithrah manusia adalah makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup di luar masyarakat, maka Ibnu Abi’ Ra >bi>’ mengatakan bahwa Allah 

telah menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk berkumpul dan 

bermasyarakat.
2
  

Ajaran Islam, tidak terbatas berisikan sekumpulan doktrin kepercayaan, 

tetapi juga seperangkap peradaban dunia.
3
 Agama dalam pengertian asalnya 

adalah suatu sistem nilai/ajaran atau kesadaran moral-spritual yang diyakini benar 

oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup.
4
 Sebagai 

sebuah doktrin, Islam merupakan seperangkat ajaran rohani yang dirumuskan 

                                                 
1
 htp//pesantren.or.id, akses 25 Maret. 

 
2
 H Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran ,(Jakarta: 

UI Pres, 1990), hlm.  44. 

 
3
 Nur Kholis Madjid, Islam Doktrin dan peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang 

Masalah Keimanan, Kemanusian dan Kemodernan, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 21. 

  
4
 Ibid, hlm. 23. 
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dalam sebuah kredo dan liturgia harus diimani oleh setiap individu muslim dalam 

menjalankan keberislamanya. Sementara sebagai sebuah peradaban dunia (word 

civilization), Islam adalah way of life mengandung ajaran publik yang mengatur 

semua dimensi kehidupan duniawi pemeluknya.
5
 

Islam, dibandingkan dengan agama-agam lain, sebenarnya merupakan 

agama yang paling mudah untuk menerima premis untuk memahami dunia, alasan 

utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang 

“hadir di mana-mana” (omnipresence). Ini sebuah pandangan yang mengakui 

bahwa “di mana-mana,” kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang 

benar bagi tindakan manusia”.
6
  

Pandangan ini yang telah mendorong para pemeluknya untuk percaya 

bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Karena itu wajar apabila diantara 

umat Islam yang kini hidup dalam alam pikiran modernisme dan gelobalisasi 

produk barat, memandang Islam sebagai agama paling holistik (ka>ffah).
7
 Bahkan 

                                                 
5
 Andi Muawiyah Ramli dkk, Demi Ayat Tuhan, Upaya KPPSI Menegakkan Syari’at 

Islam, ( Jakarta:  OPSI, 2006),  hlm. 1. 

 
6
 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 7. 

 
7
 Dalam Kitab suci al Qur‟an disebutkan “masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) 

secara penuh (udkhulu> fi> al-silmi ka>ffah)” (Qs. Al-Baqarah 2: 208). Bermula dari ayat inilah 

muncul istilah yang sebenarnya masuk dalam kategori al-akhtha’ asy-sya’iah (kesalahan-

kesalahan yang populer) yaitu idiom “Islam Ka>ffah” yang hanya dikenal dalam komunitas muslim 

Indonesia yang tidak begitu akrab dengan kaidah-kaidah gramatikal Arab. Di sini pula terdapat 

perbedaan pendapat yang sangat fundamental diantara kaum muslimin. Kalau kata “as-silmi” 

diterjemahkan menjadi kata Islam, dengan sendirinya harus ada sebuah entitas secara formal, 

dengan keharusan menciptakan sistem yang Islami. Sedangkan mereka yang menerjemahkan kata 

kata tersebut dengan kata sifat kedamaian, menunjuk pada sebuah entitas universal, yang tidak 

perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami. 

Istilah Islam ka>ffah tidak hanya merupakan tindakan subversif grametikal tetapi juga 

pemaksaan istilah yang kebablasan. Kalangan fundamentalisme sering kali merujuk doktrin 

teologis terhadap “ Islam Ka>ffah” doktrin ini dihadapan mereka mengalami pergeseran yakni 

kearah ideologisasi. Mereka merujuk doktrin Islam ka>ffah dengan mendasarkan pada ayat ini (QS. 

Al-Baqaqarah 2; 208). Idiom “Islam Ka>ffah” sangat sulit dipahami sebagai bentuk sifat dan 
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sebagian kalangan muslim melangkah lebih jauh dari itu, mereka menekankan 

bahwa “Islam adalah sebuah totalitas  yang padu yang menawarkan pemecahan 

terhadap semua masalah kehidupan. Mereka percaya akan sifat Islam yang 

sempurna dan menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” 

yang terkenal dengan (di>n, agama; dunya>, dunia; dan dawlah, negara). Islam harus 

diterima dalam keseluruhanya, dan harus diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan 

politik. Realisasi sebuah  masyarakat Islam dibayangkan dalam penciptaan sebuah 

negara Islam, yakni sebuah “negara ideologis” yang didasarkan kepada ajaran-

ajaran Islam yang lengkap.
8
 

Masalah hubungan politik antara Islam dan negara seringkali muncul dari 

pandangan-pandangan tertentu yang dirumuskan dengan cara sedemikian rupa 

sehingga Islam disejajarkan secara konfrontatif dengan negara.
9
 Seolah-olah 

antara keduanya tidak mungkin dibangun hubungan yang saling melengkapi. 

Watak multi interpretatif Islam telah berperan sebagai dasar kelenturan Islam 

dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan 

pluralisme dalam tradisi Islam. Sebab itulah, banyak kalangan mengatakan bahwa 

                                                                                                                                      
mausuf (yang disifati), belum lagi diajukan pertanyaan apakah kata “Ka>ffah” dalam ayat tersebut 

sebagai keterangan dari kata ganti (dlamir) yang ada dalam kata “udkhulu>” yaitu dlomir “antum” 

atau keterangan dari „as-silmi” lihat Andi Muawiyah Ramli dkk, Demi Ayat Tuhan, hlm. 2. 

sebagian yang lain menafsirkan kata “ka>ffah” sebagai kepasrahan, proses perdamaian dan 

ketundukan. Sufyan ats-Tsauri bahkan menafsirkan kata as-silmi sebagai simbol berbagai 

kebajikan. Sufyan ats-Tsauri, Tafsir al-Qurthubi, II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah,  2000). Intinya, 

tidak ada konsensus (ijma‟ ) ulama bahwa tafsiran kata as-silmi adalah Islam. Lihat Taufiq Damas, 

“Islam Kaffah” http://islamlib.com/id/artikel/islam-kaffah/, akses 13 Okteber 2010.  

 
8
 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara;, hlm. 7. 

 
9
 Ibid., hlm. 6. 

 

http://islamlib.com/id/artikel/islam-kaffah/
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Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolik.
10

 Hal ini yang 

mengakibatkan politik Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah Islam yang multi 

interpretatif. Di sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-

prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam 

yang multi interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai 

bagaimana seharusnya Islam dan politik  dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh 

yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran 

dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat berbeda-berbeda bahkan saling 

bertentangan-mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik (negara).
11

 

Persoalan yang kemudian timbul mengenai perbedaan relasi Islam dan 

negara di kalangan muslim adalah berpangkal pada ketidak selarasan pemahan 

tentang hal tersebut,  sebab nabi saw tidak meninggalkan sunnah yang pasti 

bagaimana sistem penyelenggaraan negara, misalnya bagaimana sistem 

pengankatan kepala negara, siapakah yang berhak menetapkan undang-undang, 

kepada siapa kepala negara bertanggung jawab dan bagaimana bentuk 

pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengikuti Nabi sepenuhnya tentu tidak 

mungkin. Karena Pertama, dia sebagai seorang rasul yang selalu mendapat 

petunjuk dari Allah. Kedua, dari kenyataanya terlihat ketundukan rakyat padanya 

karena beliau seorang rasul Allah, kendatipun dia tetap memperlihatkan dimensi-

dimensi manusia biasa. Ketiga, hukum yang diberlakukan lebih banyak 

                                                 
10

 Ibid., hlm. 10. 

 
11

 Ibid., hlm. 11. 
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beradasarkan wahyu Allah swt, ucapan dan tindakan-tindakanya pun selalu 

mendapat pengawasan dari Allah swt.
12

 

Perbedaan seputar konsep negara di Indonesia telah banyak begitu 

menguras energi bangsa ini, sejak masa persiapan kemerdekaan hingga setengah 

abad lebih setelah merdeka. Namun, dalam masa yang panjang itu pula belum 

ditemukan sebuah platform bersama meskipun pada masa pemerintahan Orde 

Baru perbedaan ini “seolah-olah” dianggap selesai.
13

 Indonesia yang merupakan 

negara pluralis terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Meski dilihat dari 

pemeluknya, Indonesia negara yang paling besar jumlah kaum musliminya di 

seluruh dunia. Namun secara religi politik dan ideologis, Indonesia bukanlah 

sebuah “negara Islam”. Ia merupakan sebuah negara yang didasarkan atas ideologi 

Pancasila.
14

 Oleh karena penting dicari jawaban tentang polarisasi dalam 

memahami hubungan agama dan negara yang berakar pada doktrinal. Hal ini 

penting karena dari pemahaman tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang 

tidak sederhana. Jika relasi bersifat inheren (organik), berpolitik menjadi tugas 

suci (beruf) yang bersifat sakral. Namun jika tidak, maka berpolitik adalah 

peristiwa duniawi biasa yang profan sifatnya.
15

 Sementara banyak pihak menilai 

bahwa dasar perbedaan terletak pada dua pemahaman; di satu sisi ada yang 

                                                 
12

 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: 

UII-Pres, 2000), hlm. 3. 

 
13

 Marzuki Wahid dan Rumadi,  fiqh Madzab Negara, kritik Atas Politik Hukum Islam di 

Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 22. 

 
14

 Nurcholis Madjid, ”Pluralisme Agama di Indonesia” dalam pengantar buku Agama dan 

negara, analisis pikiran Polik Nurcholis Madjid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 

 
15

 Lihat Anas Saidi ”Kebijakan Agama” dalam Tirto Sudarmo, dkk, Kebijakan 

Kebudayaan di Masa Orde Baru, (Jakarta: P3k2 LIPI-Ford Foundation,2001.hal 289)  yang di 

nukil dari buku Demi Ayat Tuhan  hlm.  24. 
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menilai Islam sebagai ajaran agama holistik atau Ka>ffah dalam bahasa pengusung 

syari‟at Islam adalah memuat seluruh aspek kehidupan termasuk politik, dengan 

doktrin Al-Isla>m huwa ad-di>n wa ad-dawlah, Islam agama sekaligus negara. Di 

sisi lain ada pendapat bahwa Islam secara khusus tidak menyediakan rumusan 

baku bagaimana bernegara harus dijalankan, melainkan hanya menyediakan 

prinsip-prinsip umum; Al-Isla>m huwa ad-di>n wa al-akhla>q, Islam adalah agama 

dan akhlak. Prinsip etik ini dalam Al-Qur‟an dikenal dengan istilah; syu>ra, al 

‘a>dalah, al-musawah dan ukhuwah. 16  

Dewasa ini terdapat dua garis besar spektrum pemikiran politik Islam yang 

berbeda sebagaimana digambarkan oleh Bahtiar Effendy, namun sama-sama 

mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, 

keduanya memiliki penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan 

kesesuaianya dengan kehidupan modern. Pada ujung satu spektrum, beberapa 

kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa 

syari‟ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di 

tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa (nation-state) bertentangan 

dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik 

atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip syura (musyawarah), 

tapi aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam 

diskursus politik modern dewasa ini. Sedangkan pada ujung spketrum yang lain, 

beberapa kalangan muslim lainya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan 

suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan olah 

                                                 
16

Andi Muawiyah Ramli dkk, Demi Ayat Tuhan,  hlm. 24. 
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ummah. Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (dawlah) pun tidak 

dapat ditemukan dal Al-Qur‟an. Meskipun “terdapat berbagai ungkapan dalam Al-

Qur‟an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan 

otoritas, akan tetapi ungkapan ini hanya bersifat trasendental dan tidak ada 

pengaruhnya terhadap ilmu politik.” Bagi mereka, jelas bahwa “Al-Qur‟an 

bukanlah buku tentang ilmu politik.
17

 

Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga 

mengakui bahwa Al-Qur‟an mengandung “nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang 

bersifat etis mengenai aktifitas sosial dan politik umat manusia”. Ajaran-ajaran ini 

menyangkut prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan 

kebebasan. Untuk itu bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara 

berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkanya 

adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
18

 

Di Indonesia, terdapat banyak organisai keIslaman, dianatara organisasi-

organisasi tersebut adalah Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam 

Liberal. Dua organisasi ini yang oleh banyak kalangan ditempatkan pada dua 

kutub yang berbeda dalam berbagai wacana keagamaan, tak terkecuali dalam 

memandang relasi agama dan negara. Hal itu dapat dilihat dari visi dan misi 

masing-masing oraganasasi keduanya. Lahirnya penafsiran dan pemahaman yang 

beraneka ragam terhadap agama tidak bisa lepas dari tarik-menarik pendapat 

tentang posisi transedental wahyu Al-Qur'an yang bersifat abadi, kekal dan sa>lih li 

kulli zamān wa makān. Oleh karena itulah perbincangan mengenai relasi agama 

                                                 
17

 Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara;, hlm. 12-13. 

 
18

 Ibid., hlm. 14. 
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dan negara senatiasa mendapat perhartian serius dari berbagai kalangan, terutama 

di kalangan intelektual muslim. 

Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkomparasikan konsep relasi agama dan negara menurut pandangan Majelis 

Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal. Majelis Mujahidin Indonesia 

adalah lembaga keIslaman yang dilahirkan melalui Konggres Mujahidin I yang 

diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil U>la 1421 H, bertepatan 

dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Konggres tersebut bertemakan Penegakan 

Syari‟at Islam yang memiliki Tujuan menyatukan segenap potensi dan kekuatan 

kaum muslimin (mu>jahidi>n). Tujuannya adalah untuk bersama-sama berjuang 

menegakkan Syari‟ah Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga Syari‟ah 

Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan 

kenegaraan secara nasional maupun internasional.
19

 Sedangkan Jaringan Islam 

Liberal merupakan organisasi keIslaman yang memiliki misi Pertama, 

mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

mereka anut, serta menyebarkannya seluas mungkin kepada khalayak. Kedua, 

mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. 

Mereka yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan 

Islam yang sehat. Ketiga, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik 

yang adil dan manusiawi.
20

 

Berangkat dari masalah di atas, penyusun ingin mengupas lebih lanjut 

tentang “ Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Majelis Mujahidin 

                                                 
19

 www.majelismujahidinindonesia.com, akses 25 Maret 2010. 

 
20

 www.islamliberal.com, akses 25 Maret 2010.  

http://www.majelismujahidinindonesia.com/
http://www.islamliberal.com/
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Indonesia dan Jaringan Islam Liberal”  yang sekaligus menjadi judul skripsi 

ini. 

 

B. Pokok Masalah 

 Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan 

bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam 

Liberal tentang Relasi Agama dan Negara? 

2. Bagaimana relevansi pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan 

Islam Liberal tentang Relasi Agama dan negara dalam konteks 

keIndonesiaan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

    Tujuan pembahasan ini adalah 

a. Menjelaskan pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan 

Islam Liberal tentang Relasi Agama dan Negara. 

b. Mendiskripsikan relevansi relasi Agama dan Negara menurut Majelis 

Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal dalam konteks 

keIndonesiaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Menambah cakrawala keilmuan bagi perkembangan wacana keIslaman 

khususnya tentang relasi agama dan negara. 



10 

 

b.    Meberikan pemahaman yang lebih luas tentang relasi agama dan negara 

terutama menurut pandangan Jaringan Islam Liberal dan Majelis 

Mujahidin Indonesia Sehingga masyarakat dapat memiliki frame 

pemikiran baru dalam menyikapi permasalahan yang ada. 

 

D. Telaah Pustaka 

 Pembahasan persoalan relasi agama dan negara merupakan persoalan yang 

telah lama menjadi perhatian  berbagai kalangan, ilmuan, akademisi, pemerhati 

ketatanegaraan baik dari timur maupun barat, sebab negara telah lama menjadi 

obyek kajian. Di Indonesia, pembahasan seputar konsep negara muncul sejak 

persiapan kemerdekaan hingga merdeka sampai sekarang telah banyak dilakukan.  

 Dalam penelusuran penulis pembahasan tentang relasi agama dan negara 

telah banyak termuat dalam buku maupun karya ilmiah skripsi tapi belum ada 

yang secara spesifik membahas tentang relasi agama dan negara menurut Majelis 

Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal, hal itu menarik sebab kedua 

oraganisasi keIslaman ini kerap diposisikan berlawanan dalam wacana 

keagamaan. Diantara karya-karya yang menyinggung pembahasan di atas adalah 

buku yang ditulis oleh Muhammad Hari Zamharir,
21

 yang membahas seputar 

analisis kritis pemikiran Nurcholis Madjid tentang relasi agama dan politik. Selain 

itu, buku yang ditulis Marzuki Wahid dan Rumadi
22

 juga menyentuh persoalan 

                                                 
21

 Hari Zam, Agama dan Negara Analisis kritis Politik pemikiran Nurcholis Madjid, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 

 
22

 Marzuki Wahid dan Rumadi,  fiqh Madzab Negara, kritik Atas Politik Hukum Islam di 

Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001). 
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relasi agama dan negara, namun buku tersebut lebih banyak menyoroti politik 

hukum Islam di Indonesia. Bahkan buku Bahtiar Effendy
23

 yang banyak 

membahas tentang dinamika relasi agama dan negara, namun lebih dominan 

memotret pergulatan pemikiran dan praktek kenegaraan pada priode masa lampau 

di Indonesia.  

 Di samping buku, telah ada karya skripsi yang membahas tentang relasi 

agama dan negara, semisal skripsi berjudul “Relasi agama dan Negara Menurut 

Rasyi>d Ridlah dan Ali Abdur Razi>q“ ditulis oleh . Skripsi ini membahas 

pandangan Rasyi>d Ridlah dan Ali Abdur Razi>q tentang relasi agama dan negara 

serta implikasinya.
24

 Skripsi lainya yang serupa berjudul “Studi Pemikiran 

Hidayat Nur Wahid Terhadap Relasi Agama dan Negara“.
25

 Atau skripsi yang 

ditulis oleh Ahmad Fahruddin yang membahas tentang relasi agama dan negara 

menurut  Muhammad Imarah,
26

 namun semuanya masih banyak mengupas konsep 

relasi agama dan negara menurut salah satu tokoh tertentu, tidak banyak yang 

membahas konsep relasi agama dan negara dalam perspektif organisasi keIslaman 

seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam Liberal. Sehingga dengan 

demikian pembahasan ini relevan dan dibutuhkan sebab belum banyak yang 

membahas persoalan tesebut.      

                                                 
23

 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam 

di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). 

 
24

 Dadang Daenuri, “Relasi agama dan Negara Menurut Rasyi>d Ridlah dan Ali Abdur 

Razi>q”, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

 
25

 Muamar Rahim, “Studi Pemikiran Hidayat Nur Wahid Terhadap Relasi Agama dan 

Negara“ skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 

 
26

 Ahmad Fahruddin, “Relasi Agama dan Negara Menurut DR Muhammad Imarah“ 

skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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E. Kerangka Teoretik 

 Konsep etika sosial yang diharapkan bukanlah hanya merupakan cita-cita 

politik yang sempit, secara integral hal ini berkaitan dengan keselamatan, karena 

tujuan utama Islam adalah menciptakan kemaslahatan umat secara menyeluruh, 

dalam Al-Qur‟an banyak petunjuk yang mengandung pedoman bagi hidup 

bermasyarakat dan bernegara, di antaranya prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan seperti keadilan, kesetaraan, dan kedamaian. 

 Pemahaman tentang negara ialah suatu daerah teritorial yang rakyatnya 

diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya 

ketaatan pada peraturan perundang-undanganya malalui penguasaan (kontrol 

monopolistis) dari kekuasaan yang sah.
27

  

 Dengan demikian negara harus meliputi manusia, wilayah, pemerintahan 

serta terdapatnya suatu tata aturan hukum sebagai acuan dasar pemerintahan. 

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari 

kekuasaan politik.
28

 Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana 

kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan 

golongan atau asosiasi. Oleh karenanya negara dapat mengintegrasikan dan 

membimbing kegiatan-kegiatan sosial masyarakat ke arah tujuan bersama. Untuk 

mengatur pola hubungan itu, yakni pemerintah dan rakyat, diperlukan sistem 

politik yang disepakati bersama. Sistem politik menurut Dahl dapat didefinisikan 

                                                 
27

 Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1997), 

hlm. 40. 

 
28

 Ibid., hlm. 38. 
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sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan –secara cukup 

menonjol- kendali, pengaruh kekuasaan dan kewenangan.
29

  

 Adapun agama didefinisikan Mahmu>d Syaltu>t sebagai ketetapan-

ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup 

manusia.
30

 Secara sosiologis Emilie Durkheim mendefinisikan agama sebagai 

sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang bekaitan dengan yang suci (the secret) 

dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-

kelompok.
31

 Jadi secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan 

ajaran yang bersifat ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat trasenden. Tetapi 

dalam sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas 

sosial dalam kehidupan manusia.
32

 

 Lebih lanjut, masalah politik dan Islam adalah masuk pada kajian wilayah 

siyasah syari‟ah, sebagaimana defini Abdul Wahab Khala>f mengemukakan 

definisi dalam mengatur kepentingan umum harus mempertimbangkan 

kemaslahatan sebagai tujuan dan menghindari mafsadah dalam batasan-batasan 

                                                 
29

 Robert A. Dahl, Analisis Politik Modern, alih bahasa Mustafa Kamil Ridlwan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1994), hlm. 4. 

 
30

 Sementara itu Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikanya secara 

kebahasaan. Di>n yang biasanya diterjemahkan „agama” menurut guru besar al-Azhar, 

menggambarkan hubungan antara dua pihak dimana yang pertama mempunyai kedudukan lebih 

tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan Khaliqnya yang mewujud 

dalam sikap batinya serta tanpak dalam ibadah yang dilakukanya dan tercermin dalam sikap 

keseharianya. Lihat Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 209-210. 

 
31

 Dikutip Dawam Rahardjo, “Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk, Agama 

Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporel, Inron rosyidi (ed) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1998), hlm. 13. 

 
32

 Azyumardi Azra, Pergolakan, Politik Islam, dan Fundamentalisme, Modernisme 

hingga post-Modernisme, (Jakarta: Paramadina. 1996), hlm.i. 
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yang diatur oleh syara‟ dan kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak 

sejalan dengan ijtihad ulama‟. Oleh karena itu, dapat dipertegas bahwa tujuan 

syiasasah syari‟ah adalah terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan 

demikian konsep maslahah merupakan tujuan politik Islam. 

 Sebab itulah konsep maslahah menjadi titik kendali dan prilaku politik 

Islam. Menurut Ali Yafi dalam kajian Ahlu Ijtihad jenis maslahat adalah; 

pertama, maslahat yang diakui, ajaran syari‟ah yang terdiri dari tiga tingkatan 

kebutuhan manusia, yaitu; (a) D{aru>riyah (bersifat mutlak), karena menyangkut 

komponen kebutuhan kehidupanya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang 

menyangkut terpelihara dirinya, akal pikiranya, harta bendanya, nasab 

keturunanya, dan kepercayaan keagamaan. (b), Ha>jiyah (kebutuhan pokok) untuk 

menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupanya. (c), Tah}siniyat 

(kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata kerama 

dalam kehidupan. Kedua, Maslahah yang tidak diakui ajaran syari‟ah, yakni 

kepentingan yang bertentangan dengan maslahah yang diakui.
33

 

Namun demikian, dalam  syari‟at Islam tidak ada konsep yang jelas 

tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Meski Islam merupakan agama 

holistik, dalam Al-Qur‟an dan as-Sunnah yang menjadi hujjah hukum Islam, 

hanya menyebut beberapa nilai moral agama yang harus ditegakan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara seperti syu>ra, al-‘a>dalah, al-musawah dan 

ukhuwah  dan lain sebagainya.
34

 Fenomena ini yang telah menyebabkan 

                                                 
33

 Lihan Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul aziz Dahlan, dkk (Ikhtiar Baru van 

Hoeve, 1996) V; 1626, Artikel syari‟ah Islam. 
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 Andy Muawiyah Ramli, dkk, Demi Ayat Tuhan, hlm. 24. 
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perbedaan pendapat dalam memahami konsep politik dan negara dalam Islam. 

Meski begitu, Islam sangat menganjurkan adanya kepemimpinan dalam suatu 

masyarakat karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala keterbatasan. 

Pembahasan keterkaitan Islam dan negara telah menyita perhatian dan tetap 

menarik setidaknya menurut Nurcholis Madjid ada tiga alasan yang menjadikan 

permasalahn tersebut aktual untuk diangkat. Pertama, disebabkan karena kayanya 

sumber pembahasan sebagai buah lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman 

dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Kedua, kompleksitas 

permasalahan. Ketiga, karena sifatnya yang mau tidak mau melibatkan pandangan 

ideologis berbagai kelompok masyarakat khususnya masyarakat muslim itu 

sendiri.
35

 

 Dalam analisa para sosiolog teoritisi politik Islam merumuskan tentang 

hubungan agama dan negara, teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi 

tiga paradigma pemikira. Pertama, paradigma integralistik, agama dan negara 

menyatu (integrated). Wilayah agama meliputi politik dan negara. Negara 

merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya menurut 

paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan 

politik. Pemerintahanya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi”(divine 

sovereignity), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan 

berasal dan berada di “tangan Tuhan”. Kedua, paradigma simbiotik. Menurut 

paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu 

hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama 

                                                 
35

 Nurcholis Madjid, Islam  dan Politik, suatu tinjauan atas prinsip-prinsip Hukum dan 

keadilan, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 48. 
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memerlukan negara. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan 

agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. 

Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. 

Sebagai gantinya paradigma skularistik mengajukan pemisahan (disparitas) 

agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam kontek Islam, 

paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak 

menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara.
36

 

 Pangkal dari perbedaan tersebut merupakan hasil pemahaman yang 

berbeda terhadap konsep negara. Setidaknya pandangan tersebut ada yang 

beranggapan bahwa Al-Isla>m huwa ad-di>n wa ad-dawlah dan juga ada yang 

beranggapan  Al-Isla>m huwa ad-di>n wa al-akhla>q. Akan tetapi membentuk sebuah 

negara dengan sistem dan etika moral politik yang terkandung dalam Al-Qur‟an 

merupan suatu keharusan. Dalam rangka itulah penelitian penelitian ini dilakukan. 

Maksudnya, studi ini merupakan syiasah syari‟ah dalam bidang dusturiah (tata 

negara). 

 

F. Metode Penelitian 

Guna memperoleh data yang dibutuhkan secara utuh dan sistematis maka 

metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
36

 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzab Negara, hlm. 28.  
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Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasanya dalam penelitian 

ini, baik berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, maupun internet 

dan sumber-sumber yang lain yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
37 

2. Sifat Penelitian 

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif- 

analitis-komparatif, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang 

berkaitan dengan relasi agama dan negara dalam perspektif Majelis Mujahidin 

Indonesia dan Jaringan Islam Liberal yang telah diperoleh, dan data-data dari 

berbagai sumber tersebut untuk kemudian diolah dan dianalisa guna mendapatkan 

suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan dengan pembahasan. 

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan relasi agama dan 

negara menurut pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islam 

Liberal, sehingga dari penilitian tersebut dapat diketahui perbedaan pandangan 

tentang relasi agama dan negara beserta dasar-dasarnya mengenai pandangan 

keduanya serta relevavsi dari pandangan masing-masing keduanya dalam konteks 

keIndonesiaan saat ini. 

3. Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini termasuk data pemikiran yang dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi yaitu dengan telaah pustaka dalam teknik ini 

mencakup sumber utama dan sumber tambahan. 

 

                                                 
37

 Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Guna mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Karena pada dasarnya setiap produk 

pemikiran adalah hasil interaksi pemikiran dengan sosial kultur dan sosio-politik 

yang mengintarinya.
38

 Yakni penyusun menelusuri pemikiran Majelis Mujahidin 

Indonesia dan Jaringan Islam Liberal dengan maksud untuk mendapatkan 

pemahaman tentang relasi agama dan negara dari keduanya, serta relevansinya 

dalam konteks keIndonesiaan. 

5. Analisis Data. 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

komparasi, yaitu metode untuk mengkomparasikan atau membandingkan 

pandangan Majelis Mujahidin Indonesia dan Jaringan Islan Liberal yang tersebar 

dalam berbagai karya, dianalisa secara deduktif guna menemukan struktur logis 

untuk kemudian disistematiskan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan 

data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan. 

   

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini meliputi lima bab, yang secara sistematis dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Bab pertama, pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang 

menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya yang 

                                                 
38

 M. Atho‟ Mudzar,  Membaca Gelombang Jihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi, 

(Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998), hlm. 105. 
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memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua digambarkan konsep umum tentang negara. Dalam bab ini 

dibahas terminologi agama dan negara, proses pembentukan dan tujuan negara, 

kedaulatan negara, yang meliputi kedaulatan menurut pemikir barat dan 

kedaulatan menurut pemikir Islam. 

Bab ketiga, mengkaji tentang biografi Majelis Mujahidin Indonesia, yang 

terdiri dari sejarah pembentukan Majelis Mujahidin Indonesia, akar ideologi dan 

agenda Majelis Mujahidin Indonesia, serta struktur dan tujuan Majelis Mujahiddin 

Indonesia. Selanjutnya konsep umum tentang agama dan negara, landasan 

sosiologis dan landasan normatif. Relasi agama dan negara, yang meliputi 

kedudukan agama dan negara serta tujuan  pembentukan negara menurut Majelis 

Mujahidin Indonesia. Selanjutnya membahas tentang relevansi pandangan Majelis 

Mujahidin Indonesia tentang relasi agama dan negara. Kemudian dilanjutkan 

mengkaji tentang biografi Jaringan Islam Liberal, yang terdiri dari sejarah 

pembentukan Jaringan Islam Liberal, akar ideologi dan agenda Jaringan Islam 

Liberal, serta struktur dan tujuan Jaringan Islam Liberal. Selanjutnya konsep 

umum tentang agama dan negara, yang meliputi landasan sosiologis dan landasan 

normatif. Relasi agama dan negara, yang meliputi kedudukan agama dan negara 

serta tujuan pembentukan negara menurut Jaringan Islam Liberal. Selanjutnya 

membahas relevansi pandangan Jaringan Islam Liberal tentang relasi agama dan 

negara. 
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Pada bab keempat ini merupakan analisis perbandingan Majelis Mujahidin 

Indonesia dan Jaringan Islam Liberal tentang relasi agama dan negara, dan 

relevansi pandangan keduanya tentang relasi agama dan negara dalam kontek 

keIndonesiaan.  

Kemudian pada akhir pembahasan ada di bab lima yaitu penutup, yang  

terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan tentang relasi agama dan negara dengan meperbandingkan 

konsepsi dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL) 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam memandang relasi agama dan negara, Majelis Mujahidin Indonesia  

menafsirkan secara universal-distingtif, yaitu segala urusan di dunia ini adalah 

juga menjadi urusan Islam, demikian juga sebaliknya, Islam mengurusi dan 

menyediakan formulasi untuk mengurus seluruh yang ada di dunia ini. Tetapi 

dalam memandang antara mana yang “Islam” dan mana yang segala isi dunia 

maka Mejelis Mujahidin bersikap distingtif dan perlu adanya usaha Islamisasi. 

Jadi Islamisasi bersifat politis, bukan normatif. Maka menurut Majelis 

Mujaidin Indonesia, melalui interpretasi tekstual, semua prihal yang tidak 

menganut prinsip tauhid, maka hal tersebut tidak Islami yang berarti sekuler. 

Sedangkan dalam pandangan Jaringan Islam Liberal, dalam melihat wilayah 

agama dan wilayah non agama (termasuk negara) bersifat universal-integral. 

Artinya, segala masalah kehidupan manusia yang multi komplek memang 

menjadi perhatian serius dari agama, karena kehadiran agama untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi perlu ada pandangan aplikasi 
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agama secara cermat dan cerdas, kapan agama bersifat universal dan kapan 

bersifat temporal-dinamis. Sifat universal agama adalah representasi dari 

semangat wahyu dari agama yang memang meruang dan mewaktu, sedangkan 

temporalitas agama adalah representasi dari sepak terjang manusia sebagai 

pelaku agama yang mana manusia sendiri bisa bersifat tidak konsisten dalam 

menjalankan kesucian agamanya. Akan tetapi, di samping bisa bersikap 

inkosisten dan mempraktekkan semangat agamanya, prilaku manusia juga 

menjadi representasi kesucian agamanya. Oleh karena itu, apapun yang lahir 

dari kebudayaan manusia, entah itu produk sosial, ekonomi, bisnis, teknologi, 

maupun politik – seperti sitem pemerintahan – asalkan didedikasikan kepada 

nilai-nilai kesalehan publik walaupun tidak menggunakan label agama secara 

formal, maka dedikasi publik tersebut layak juga dikategorisasikan ke wilayah 

kesalehan horizontal yang lahir dalam diri manusia. Jadi “produk Tuhan” 

berupa nash-nash suci yang sakral dan “produk manusia” berupa nilai-nilai 

kebudayaan dan peradaban memiliki posisi yang integral, di mana komitmen 

yang dituju oleh keduanya adalah “kesalehan prilaku masyarakat” 

2. Mengenai relevansi pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tentang relasi 

agama dan negara, mereka meyakini bahwa pemberlakuan syari’at Islam 

merupakan solusi tepat yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat 

manusia. Dalam penegakan (tathbi>qus) syari’ah, Majelis Mujahidin Indonesia 

menjustifikasikanya ke dalam kriteria “fardlu ain” yang harus dilksanakan 
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oleh tidak hanya umat Islam sedunia, tetapi harus ditaati oleh semua sistem 

produk manusia. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, aturan yang sahih dan 

bersifat hakiki (eksistensial) dan kodrati di muka bumi adalah hukum Allah 

(syari’at Islam). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan atau konsep 

“Tuhan Kosmis” dalam ideologi Majelis Mujahidin Indonesia. Oleh karena 

itu, mereka sangat percaya secara asketis, jika syari’at Islam diberlakukan 

dalam sebuah negara apapun bentuk dan ideologi negara tersebut, maka akan 

membawa sebuah kesejahtraan bagi manusia. 

Akan tetapi Jaringan Islam Liberal, memandang pemberlakuan syari’at Islam 

dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan agama secara formal atau dalam 

negara-bangsa yang sangat plural baik agama, budaya, maupun suku 

bangsanya, maka pemberlakuan syari’at Islam hanya bisa dijalankan secara 

subtantif dan menyentu aspek moralitas masyarakat bernegara, bukan secara 

formalis. Menyangkut sistem pemerintahan, biarkanlah agama diambil “sari 

madu” nya oleh pelaku pemerintahan untuk mengatur relasi masyarakat dan 

rakyatnya yang plural sesuai dengan kebutuhan mewujudkan kemaslahatan 

bagi manusia tanpa ada keberpihakan  tetapi tetap mengedepankan prinsip 

keadilan.   

 

B. Saran-saran 

Perbedaan furu>’iyyah merupakan hal yang bisa dalam dunia Islam, selama 

perbedaan tersebut tidak menyangkut suatu yang fundamen, termasuk pandangan 
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dalam melihat relasi agama dan negara. Karena perbedaan masing-masing adalah 

hasil ijtihadiyyah yang berawal dari perbedaan pemahaman terhadap sumber-sumber 

Islam, sebab tidak ada keterangan yang tegas mengenai hal tersebut Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi saw. 

Kendati demikian, hendaknya perbedaan itu dijadikan sebagai proes 

pendewasan terhadap masyarakat dalam bentuk saling menghargai dan mendialogkan 

dalam kontek keIndonesiaan. Sebagai negara plural yang masyarakatnya beraneka 

ragam, maka asas kemaslahatan yang harus diutamakan.  

Perjuangan ideologi tertentu hendaknya tidak mengkikis sikap toleransi dan 

menghindari klaim merasa yang paling benar karena kebenaran hakiki hanya 

bersumber dari Allah swt. Selaras dengan makna Islam itu sendiri yang bermakna 

damai, tentu nilai itu haruslah tercermin dalam pola pikir dan prilaku masing-masing 

organisasi yang mengedepankan kedamaian, menghindari arogansi dan anarkisme 

dalam memperjuangankan pandanganya sesuai konteks keIndonesiaan dengan 

mekanisme dan sistem yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku. 
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